
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU  RAYA
NOMOR  loo  TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTURAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN F`UNGSI SERTA TATA KERLJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang             a.     bahwa berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Kubu
Raya    Nomor    36    Tahun    2018    telah    ditetapkan
Pembentukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata  Keria Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Pusat
Kesehatan Masyarakat, yang saat ini sejumlah 20 (dua
puluh) Pusat Kesehatan Masyarakat;

b.     bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat    atas    dasar    pertimbangan    kebutuhan
pelayanan, jumlah  penduduk,  dan  aksesibilitas,  perlu
membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pal Sembilan
di Kecamatan Sungal Kakap,

c.      bahwa  dengan  adanya  Pusat  Kesehatan  Masyarakat
Pal    Sembilan    maka    perlu    dilakukan    perubahan
terhadap   Peraturan   Bupati   Kubu   Raya   Nomor   36
Tahun      2018      tentang      Pembentukan,      Susunan
Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kelja  Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati
Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 ;

d.     bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagajmana
dimaksud dalam huruf a,  huruf b  dan  huruf c,  perlu
menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang   Perubahan
Kedua  atas  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  36
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Masyarakat;

Mengingat Pasal    18   ayat   (6)    Undang-Undang   Dasar   Negara
Da^|.L1;1,  I_I_____.     in   .             ._   I_

`?.
Republik Indonesia Tahun  ig-45;         ---~~    +.v5uiQ
Undang-Undang    Nomor    35    Tahun    2007    tentang
Pembentukan    Kabupaten    Kubu    Raya    di    Provinsi
Kalimantan      Barat      (Lembara.n      Negara      Republik
Indonesia    Tahun     2007     Nomor     101,     Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);



3.     Undang-Undang    Nomor    36    Tahun    2009    tentang
Kesehatan    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2009  Nomor  144,  Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063)  sebagaimana telah di
ubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
tentang    Cipta    Kelja    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Tahun    2020    Nomor    245,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

4.     Undang-Undang     Nomor     23     Taliun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republjk
Indonesia    Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan
Lembaran   Negara.   Republik   Indonesia   Nomor   5587)
sebagalmana  telah  diubah  beberapa  kali  dan  terakhir
dengan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2022  Nomor 4,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

5.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Perangkat      Daerah      (I,embaran      Negara      Republik
Indonesia     Tahun     2016     Nomor     114,     Tambahan
Ilembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5887)
sebagaimana      telah      diubah      dengan      Peraturan
Pemerintah  Nomor 72  Tahun  2019  tentang Perubahan
atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016
tentang Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia     Tahun     2019     Nomor     187,     Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

6.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7.     Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2019
tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

8.     Peraturan   Daerah   Kabupaten   Kubu   Raya   Nomor   6
Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan
Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah Kabupaten Kubu
Raya  Tahun   2016   Nomor   10,   Tambahan   Lembaran
Daerch Kabupaten Kubu Raya Nomor 46)  sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali  terakhir dengan  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  10  Tahun  2021
tentang   Perubahan   Kedua   atas   Peraturan   Daerah
Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  6  Tahun  2016  tentang
Pembentukan     dan     Susunan     Perangkat     Daerah
(I,embaran  Daerah Kabupaten Kubu  Raya Tahun  2021
Nomor   10,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten
Kubu Raya Nomor 82);

9.     Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  73  Tahun  2021
tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan
Fungsi  Serta  Tata  Keja  Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Kubu   Raya   (Berita   Daerah   Kabupaten   Kubu   Raya
Tahun 2021  Nomor 73);

10.    Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  36  Tahun  2018
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan



Menetapkan

Fungsi  serta Tata Ken.a Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten
Kubu  Raya Tchun  2018  Nomor 36)  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22
TK#buun292a3Btens=_8^P.e".bLa±=±_?==-p=±ap=nu"#=p4a£
Kubu     Raya     Nomor     36     Tahun     2018     tentang
Pembentukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas dan  Fungsi
serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSRAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI  KUBU RAYA NOMOR  36  TAHUN  2018
TENTANG PEMBENTUKAN,  SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN    FUNGSI    SERTA    TATA    KERJA    UNIT    PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu  Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Keja  Unit
Pelaksana   Teknis    Daerah    Pusat   Kesehatan    Masyarakat    (Berita   Daerah
Kabupaten   Kubu   Raya  Tahun  2018   Nomor  36)   sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  22  Tahun  2021   (Berita  Daerah  Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2021  Nomor 22), diubah sebagai berikut:

Pasal 13

UPTDPuskesmasberkedudukandanwilayahkeljanyasebagaiberikut:
Puskesmas Sungai chbawang di Kecamatan Sungaj Amha`17an rt._ _~..v_ ...., u u,LL5Ou iuiLuawan8 ai Jiecamatan sungal Ambawang;
PuskesmasLinggadiKecamatanSungalAmbawang;
PuskesmasParitTimurdiKecanatanSungaiAmbawang;
PuskesmasKualaMandor8diKecamatanKualaMandor8;
PuskesmasSungalRayaDalamdiKecamatanSungaiRaya;
Puskesmas Sungal Durian di Kecamatan Sungai Raya;
Puskesmas Sungai Asan di Kecamatan Sungaj Raya;
Puskesmas Kolpri di Kecamatan Sungai Raya;
PuskesmasSungaiKakapdiKecanatanSungalKakap;
Puskesmas Punggur di Kecamatan Sungai Kakap;
PuskesmasSungaiRengasdiKecanatanSungaiKakap;
Puskesmas Ra.cau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya;
FhskesmasTelukPckedaidiKecanatanTelukPakedai;
Puskesmas Kubu di Kecamatam Kubu;
Puskesmas fir Putih di Kecamatan Kubu;
Puskesmas Terentang di Kecamatan Terentang;
fuskesmas Sungal Radak di Kecanatan Terentang;
Puskesmas Batu iinpar di Kecanatan Batu Ampar;
Puskesmas Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar;
Puskesmas Sungai Kel.awang di Kecamatan Batu jinpar; dan
Puskesmas Pal Sembilan Kecamatan Sungal Khap.

in.
n.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan


